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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 535 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOEK DAN FUNGS]
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUOUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

-~ Menmmbang | babhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan

Daerah Kota Pedang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
sebagaimana telah dinbak dengan Peraturan Deerah Kota
Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinsas
Sostal dan Tenapga Kerja.

Mengingat > 1. Undong-Undang Nomor @ Tahun 1956 tentang Pernbentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah ({Lembaran Negara Tahun 1956
Nomor 20):

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-Pokolk
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 553,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041] sebagaimana
telah diubah denpan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Nepara Tabun 1999 Nomor 1069, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemmbaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir dengan
Undang-Undang Nemor 12 Tahun 20083 [Lembaran Negara
Tahnun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Normor
4844);

4, Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undanpgan (Lembaran
Nepara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat [I
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemernintah Nomor O Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negerni Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
15, Tesmbahan Lembaran Nepara Nomor 4263) sebapaimmana
telah diubah dengan Peraturan Pererintah Nomor 63 Tahun
2009 [Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tohun 2007  tentang
Fembapian  Urusan Pomerintahan Antara  Pemerintah,
Femerintahan Dacrah Propinsi, dann Pemermtahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lemhbaran Negara Nomor 4737),

9. Pcraturan Pocmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomer 82, Tambaehan Lembaran Negara Nomor 47 1};

10. Peraturan Menteri Dalarn Nepenn Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Crganisasi Prranpglat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010,

11. Keputusan Bersama Mentern Pendayagunazan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negern Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan. Dan Pemberhentian

Pepgawai Negeri Sipil,

12. Peraturann Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008
teniang Urusan Pemenniahan Kota Padang (Lembaran

Daerah Tahun 2008 Nomor 04);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
lentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dhinas
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
14 Tahun 2012 [Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomaor 54).

MEMUTUSKAN .

Menetapkan | PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud denpan .

1. Daerah adalah Kota Padang;

2. Walikota adalah Walikota Padang;

3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sesial dan Tenaga Kerja Kota
Padang,;

4, Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang;

3. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerjsg,

6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
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Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Baglan pada Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja;
Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;

Kesejahteraan Soslal adalah sistim yang terorgamisasi darn lembaga-lembaga
sosial, dimaksudkan untuk membantu perorangan dan kelompok serta
masyarakat dalam mencapai taraf kehidupan yang memuaskan,

FPenyandang Masaloh Kesegjahteraan Sosial yang selanjummya disebut (PMKS)
adalah sescorang, keluarga atau kelompok masvarakat yang karena suatu
hambatan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, tdak
dapat memjalin hubungan vang serasi dan kreatif dengan lingkungannya
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmarni, Rohani, dan
Sosial).

Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Pembangunan Manusia dan
lingkungan sosialnya dengan segala kompleksitas dan implikasinya, yang
memilild keklhususan ciri sasaran pelayanan dan penanganan tersendiri,

Pekerjaan Sosial adalah suatu aktivitas memberdayakan sumber untuk
mcmbantu individu, kelompok ateu masyarakat dengan azas prolesional agar

meteka dapat menolong dirinya sendiri.

Pclerja Sosial adalah seseorang yang profesional, berpengalaman berdasarkan
pendidikan dan latihan yang telah diikutinya agar dapat menolong individu,
kelompok, atou masyvarakal untuk mengadakan perobahan sosial.

Rehahilitasi sosial adalah usaha untuk memulihkan fungsi sosial individu,

kelompok atau masvarakat untuk dapat menclong dirinva dalam pemenuhan
kebutuhan hidup schari-hari.

Orpanisasi sosial adalah lembaga atau perkumpulan sosial yang dibentuk olch
masyarakat, baik berbadan hulum muopun tidak berbadan hukum yang
berfungsi sebagal sarana partisipasi masyarakat untuk mclaksanakan Usaha
Kesejahteraan Sosial.

Penyuluhan sosial adalah suam proscs pembinasn informast  tentang
pembangunan  kesejahteraan sosial secara terencana, terocrganisasi,
berkesimambungan dan terpadu.

Pegawal FPerantara adalah Pegawai Dinas yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga
Kerja untuk menyelesaikun  Perselisihan  Hubungan Industri (PHI} dan

Pernutusan IHubungan Kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan, lembaga-
lembaga, badan sosial yang berbadan hukumn.

Pernutusan Hubungan Industrial adalah Perselisihan antara Tenags Kerja atau
Serikat Pekeria atau Gabungan Serikat Fekerja dengan pengusaha atau Serikat
Pengusaha mengenai syarat-syarat kerja atau keadaan perburnban secara

LTI M.

Pemutusan Hubungan Kerja adalah Penghentian atau pengakhiran kelanjutan
hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.

Pengantar Kerja adalah Pegawai Teknis Dinas yanpg mempunyal tugas
mempertemukan pengguna tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kena
dengan pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan dalam hubungan maupun
diluar kcbutnhan kerja.

Pelatihan adalah bagian pendidikan yvang menysngkut proses belajar untuk
memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang
berlaku dalam wsaktu vang relatif singkat dan dengan metode yang lebih

mengutamakan praktek dari pada teori.

Produktivitas adalah upaya vang dilakukan untuk mewujudkan keadaan hidup
hari ini lebih baik dari kemaren dan hari esck jauh lebih baik dari hari im.

Peruszhuan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang sclanjutnya disebut (PJTKI]
adalah badan usaha yang berbentuk FPersercan Terbatas atau Sosial yang
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berusaha dibidang jasa penempatan Tenapa Kerja Indonesia [TKI) ke luar
NCECri.

FPerwada adalalr perwalalann FJTKI yang maclaksanakan kegiatan penempatan
TKI atas nama PJTKI diwilayah kerja tertentu.

Pegawai FPenpawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku ditugaskan secars penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan
perunduang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

Pegawai Penvidik Negeri Sipil yang sclanjuinya disebut (PENS) adalah pegawai
Penpgawas Ketenagakerjaan vyang telah diangkat meryjadi Pegawai Penyidik
Negeri Sipil oleh Menteri Kehaldman No.A-18-PW-07.03 Tahun 1985 dan telah
dilengkapi dengan kartu Tanda Pengenal {Legitimasi) yang ditanda tangani clch
Sekjen Menteri Kehaliman sedanpgkan perpanyjangan legitimasi ditanda tangani
oleh Menteri Tenaga Kerja;

BABR II
SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 2

Susunan Crganisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terdir: dan :

& P

h.

Kepala Dinas,

Sekretariat, terdin dar :

1. Sub Bagian Umum:

2. Sub Bagian Keuangan,

Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari

1, Scksi Pecmberdayaan Kelembagaan Sosial;

2. Scksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan
Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Bidang Pelayanan dan Rchabilitasi Sosial, terdiri dari .

1. Seksi Pelavanan Kescjahteraan Sosial, Anak dan Lanjut Usia;

2. Seksi Pelavanan Kesejahteraan Snostal, Rehabilitasi Para Cacat dan Napza.

Bidang Bantuan Jaminan Sosial, lerdin dari

1. Seksi Penangsulanpan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja
Migran;

2, Seksi Jaminan Sosial dan Pendayapgunaan Sumbangan Sosial;

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdirl dari :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja,

2. Seksi Penyclesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari

1. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja;

2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdir dar :

1. Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan,

2. Seksi Pengawasan, Keselamalan dan Keschatan Kerja;



BAB I1
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

(1} Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun dan merumuskan sasaran
kebijakan teknis bidang Sosial dan Ketenaga keguaon, merumuskan program
ketja, serta melaporkan penyelenggaraan urusan pendidilcan.

(2]

Untuk menvelengparakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepsala
nas mempunvai fungs: ;
a. menyusun kebijakan teknis bidang Somial dan Ketenaga kerjaan

herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya
pelayanan yang prima dan optimal bidang sosial dan ketenanagakerjaan;
merumuskan Sasaran kebijakan teknis bidang sosial dan tenaga kera
herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi
Peniyandang  Masalah  Kesgjahieraan  Sostal  dan menekan  angka
perpangguran;

merumuskan program kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berdasarlcan
ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan
snsial dan tenapa kerfa dapat terukur secara tepat dan optimal;
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan sosial dan tenaga kerja
dengan para stakcholder terkait berdasarkan  kelentuan peraturan
perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan
hak;

mengendalikan  penyelenggaraan  urusan  sosial dan  tenaga Kkerja
bhetdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk
upaya mengatasi Permasalahan Kescjateraan Sosial dan melindungl tenaga
kera;

membina uparatur dalam  penyelenggaraan urusan  308ial  dan
ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
agar pencapaian hasil pelaksanaasn tugas dapat lebih efisien dan efektif;
mengarahkan penyelenggaraan urusan sosial dan tenaga kerja berdasarkan
kelentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksunaan
tugas yang tepal sasarain,

menyelenggarakan urusan sosial dan tenaga Kerja serta tugas pembantuan
meliputi manajemen, pengawasan, medias: dan monitoring serta evaluasi,
berdasarkan ketentuan pcraturan perundang-undangan denmu terwujudnya
SHGHIAN,

mengevaluasi penyelenggaraan urusan pendidikan berdasarkan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  guna mengetahui  keberhasilan
pelaksanaan tugas secara komprehensif;

melaporkan  penyelenggaraan ‘urusan pendidikan  secara periodik
herdasarksn kelentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk
akuntablitas kinerja;

pengguna anggaran dinas;

pengguna barang dinas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuat
dengan tugas dan fungsinya.
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Bagian kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yvang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertaneggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sckretariat mempunyal tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan
pelayanan edministrasi kepada selurnh satuan organisasi di linglkungan Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan
keuangan, urusan kepegawman, urusan  kearsipan, perpustakaan,
dekumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada avat (2),

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. menyusun administrasi kepegawilan, perlengkapan dan peralatan, urasan
rumah tangga dinas, keuanpgan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;

b. menyusun angparan, pembinaan organisas) dan tata laksana, menyusun
evaluasi dan pelaporan:

c. meningkatkan sumber daya manusia;

d. membueat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja; dan

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 5

Sub Bagian Umum dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang
dalam melaksanakan tugasnya beradna i bawah dan bertanpggung jawab

kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tigas membantu Sekretaris melaksanakan
urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga,
urusan peralaian dan perlengkapan din:as,

Penjabaran tugas Sub Bagian Umuom sebagaimana dumaksud pada ayat (2
adalah :

mengelola surat masuk dan surat keluar;

mengelola kearsipan;

mengelola administrasi kepegawaian;

melaksanakan nrusan humas;

melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan, pencatatan
penyimpan:an, pendistribusian;

melalktsanakan urusan pemeliharaan/perawatan alit-alat kantor;

membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual

denpan tugas dan fungsinya.

o oo g

|
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Paragraf 2

Sub Bagian Keunangan
Pasal 6

Sub Bapgian Keuangan dipimpin cleh seorang Kepala Sub Bagian Kcuangan
yang dalam meclaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melsksanalkan
pengelolaan  administrast keuangan yang meliputi penyusunan rencana
anggaran pendapatan  dan  belanja  dinas, verifikast, perbendaharaan

penyusunan pertangpung jawaban kcuangan dinas;



(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

(1]

(2]

(3)

adalah :

4. menyusun  program dan  rencana  keuangan  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

b. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi keuangan:

¢. menylapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat
permtah pembayaran ganti vang, surat perintah pembayaran tambshan
uang, surat pcrintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta
penghasilan lainnya;

d. melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;

e, mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan
kenangan,;

f. menyimpan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku;

g. menyusun  laporan bulanan, tnwulan dan tahunan keuangan sesuat

ketentuan vang berlaku;

h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan lugas Sub Bagian Keuangan;
dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh atasan sesual
dengan tupas dan fungsinya.

Bapgian Kedua
Bidang Pemberdayaan Sosial
Pasal 7

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnva berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
Menyiapkan bahan Perumusan Kebjjaken Teknis Pembinaan dan BEvaluas:

dibidang Pemberdavaan kelembapaan sosial masyvarakat, keluarga miskin dan
pendayapunaan nilai milai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan

sosial.

Untuk menyelenggarakan tupas scbhagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemberdayaan Sosial mempunyal fungs: :
a. merumuskan kebijjaksanaan teknis dan program bidsng pemberdayaan

kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin, dan pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan serta kesetiakawanan sosial;

b. melaksanakan kebijjaksanasan teknis pemberdayaan kelembagaan sosial
masyarakat keluarga miskin, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan serta kesetinkawanarn sosial;

¢. menvusun pedoman, kriteria dan prosedur teknis dibidang pcmberdayaan
kelembagaan sosial masyarakat, keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan, keperintisan serta kesetiakawanan sosial;

d. melakukan pembinasn teknis, pengawasan dan  pengendalian  serta
koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdaysan kelembsgann sosial
masyaralat, keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai  kepahlawanan,
keperintisan serta kesetialkawan sosial;

e. melaksanakan evaluasi kebijakan teknis dan program bidang pemberdayaan
kelembagaan sosial masyarakal, keluarga miskin dan pelestarian nilal-nilas
kepahlawanan, keperintisan serta kesetiskawanan sosial,

f. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan
sosial; dan

o, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesudl
dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(3)

Paragraf 1
Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Pasal 8

Seksi Pemberdayaan helembagaan Sosial dipimpin oleh sgorang Kepala Scksi
yung dalum melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

scksi pemberdayaan kelembagaaen sosial mempunyal tugas menylapkan bahan
pembinaan penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kescjahteraan
sosint, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, organisasi sosial,
panti sosial swasta, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakal
dan pekerja sosial masyaralkat.

Penjabaran tugas Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial schagaimana

dimaksud pada ayal {2) adalat .

a. menyiapkan bahan dan merancang kcbijakan teknis pembinaan
kelembagaan sosial masyarakat, organisasi sosial, panti sosial swasta,
karang taruna, tenapa kescjahteraan sosial masyarakat dan pekerja sosial
masyarakat,

b. mcrancang dan menylapkan pedoman telaus dan pedoman pelaksanaan
usaha kesejahteraan sosial, lembapsa sosial masyvarakat, organisas: sosial,
panti sosial swasta, wahana Kkesejahteraan sosial berbasis masyarakat,
karang taruna, tenaga kesejahteraan sosizl masyarakat dan pekerja sosial
masyarakat;

c. menyusun rencana duan melaksanakan pregram pemberdayaan lembaga
sosial kemasyarakatan, organisasi sosial, panti sosial swasla, wahana
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna, tenaga
kesejahteraan sosial masyarakat, dan pekerja susial masyarakat;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi teknis pembinaan
lcmbaga sosial masyarakal, organisasi sosial, panti sostal swasta, wahana
kesgjahteraan sosial berbasis masyarakat, Lkarang taruna, tenaga
kesejahtersan sosial masyarakat, dan pekerja sosial masyarakat;

e. melaksanakan bimbingan teknis pembimaan lembaga sosial masyarakat,
organisasi sosial, panti sosial swasta, wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat, karang taruna, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, dan
pekerja sosial masyarakat;

f mclaksanalkan administrast surat ijin cperasional {siop] organisasi sosial,

lembaga sosial masyarakat dan panti sosial swasti;

melaksanakan administrasi dan ketatausahaan seksi kelembagaan sosial;

melaksanakan penyimpanan data dan bahan pembinaan lembaga sosial

masyarakat, organisasi sosial, panti sosial swsasta, wahana kesejahteraan
sosial berbasis masyarakat, karang taruna, tenaga kesejahteraan 3osial
masyarakat, dan pekerja sosial masyarakat;

i. melaksanakan pengetikan persuratan scksi pemberdayaan kelembagaan
sosial;

i. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegatan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan scsual

dengan tugas dan fungsinya.

= 49

Paragraf 2

Seksi Pemberdaynan Keluarga Miskin dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

(1)

(2]

Pasal 9

Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tupasnya berada
di hawah dan bertangpung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Seksi Pemnberdayaan Keluarga Miskin dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan
mempunyai tugas memngdentilikasi dan melaksanakan program scrta
menyiapkan bahan pemberdayaan keluarga miskin, melakukan bumbingan,
pembinaan serta mengusulkan dan memberikan rekomendasi, penghargaan



(3)

(1)

(2)

(3)

atas usulan penganugeraban satva lencana kebalktion sosial melestankan mika-
nilai kepahlawanan keperintisan kepada generasi muda, membangnn,
memperbalks memeliharaan taman makam pahlawan, dan makam pablawada.

Penjabaran tugas Seksi Pemberdayvaan Keluarga Miskin dan Pelestarian Nilai-

Nilm Kepahlawanan sebagaimana dimaksod pada ayat (2] adalah :

a. menyiapkan bahan dan merencanakan kebijakan teknis pemberdayaan
keluarga ouskin, pembinaan  kepahlawanan,  keperintisam  dan
kesctigkawanan sosial,

b. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial keluarga miskin, dan

keluarga berumah tal layak huni;

menyviapkan bahan fasilitasi pelaissanaan pemberdayaan keluarga miskin;

merancang dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan

keluarga miskin, serta pelaksansan pembinaan  kepahlawanan  dan
kesetiakawanan sosial;

e. membuat rencany dan program Kerja seksi pemberdayaan Keluarga miskin
dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;

[. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan
kegiatan;

g. melaksanakan proses layanan administrasi penghargean pahlawan
nasional;

h. menyviapkan bahan dan melaksanakan layanan sosial lerhadap perintis
kemerdekaan /janda perintis kemerdekaan dan kejuangan,

i. melaksanakan preses layanan sosial pemakaman, lunjungan/ziarah ke
tmp/mp;

i. melaksakan puhlikasi sejarah pahlawan dan sarasehan,

k., pemugaran perumahan perintis dan janda perintis yang tidak layak;

I. melaksanakan pemehharaan taman makam pahlawan/makam pahlawan
nasional dalam rangka peleslanan  nila-nilai kepahlawanan, dan
kesetiakawanan sosial,

m. melaksanakan administrasi, penyimpanan data dan bahan kegiatan
pembinaan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;

n. melaksanakan koeordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan seksi pemberdayaan keluarga miskin dan pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan; dan

o. melaksanakan tupus kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

oo

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Secsial
Pasal 10

Bidang Pelayanan dan Rchabilitasi Sosial dipimpin vleh seorang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam menyiapkan bahan kebijaksanaan teknis, pelayanzan
kesejahteraan sosial anak, remaja, lansia, pelayanan dan rchabilitasi sosial
penyandang cacat dan rehabilitasi tuna sosial dan korban napza.

Untuk menvelenpgarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyat fungs: :

a. merumuskan kebjakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang
cacat, kescjahteraan sosial anak, rernaja dan lanjut usia, korban napza dan
tuna sesial,

b. melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi  sosial
penvandang cacat, kcsejahtersan sosial anak, remaja, dan lanjut usia, serta
korban napza dan tuna sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

¢. menyusun pedoman, standar pelayanan panli-panti pemermtaly serta
kriteriz dan prosedur teknis rehabilitasi sosial penyandang cacal,



(1)

(2)

(3)

kesejnhteraan sosial anak, remaa, dan lanjut usia, serta korban napzs dan
tuna sosial’

d. melakukan pembinaan teknis pelayanan, rehablitasi sosial penyvandang
cacat serta yavasan yang bergerak dibidang usaha kesejahternan sosial
anak remaja, dan lanjut usia, serta korban napza dan tuna sosial;

£. melaksanakan evidusm kebjokan tekmis pelayanan rehabibtas)  sosial
penyvandang cacat, kesgjahteraan sosial anak remaja, dan lanjut usia, serta
korban napza dan tuna sosial;

f. membuatr cvaluasi dan laporan pelaksansan tugas bidang pelayanan dan

rechabilitasi sosial; dan
g melaksanakan {ugas kedinasan lam yang diberikan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia
Pasal 11

Scksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia
vang dalam melaksanakan tupasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas: Sosial.

Seksi Pelayanan Kesejahtcraan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempuny:a tugas
menyusun bahan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial,
pelaksanaan kegiatan di bidang sosial yang melipuli pelayanan Kesejahteraan
sosial anak, BALITA terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia potensial
terlantar, rehabilitasi sosial anak nakal, rehabilitasi sosial anak jalanan serta
rehabilitasi sosial anak cacat.

Penjabaran tugas Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] adalah:

g mengumpulkan data dan bahan tentang pelayanan kesejahtcraan sosial
anzk balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut
114051,

b. menyiapkan bahan tentang pelayanan kesejahteraan sosial anak balita,
anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan laniut usia,

¢. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelayanan kesejanteraan
sosial anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan
Junmjul usea;

d. membuat rencana dan program kerja seksi pelayanan kesejahteraan sosial
anals, remaja dan lanjut usia;

¢. mclaksanakan koordinast dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan,

f menyiapkan bahan pemberian bantuan anak balita, anak terlantar, anak
jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut usia;

g. memberikan bimbingan dan pembinaan pelayanan anak balta, anak
terlantar, analk jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut usia;

h. memberikan izin pengangkatan anak antar wni;

i. melaksanakan jaminan sosial bagi lanjut usia tidak potensial terlantar;

j. melaksanakan penyiapan berkas kerja, data dan bahan Dberdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan pengelikan persuratan seksi pelayanan kesejahteraan sosial
anak, remaja dan lanjut usia;

1. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan scksi  pelayanan
keseiahteraan sosial anak dan lanjut usia; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsigya,



(1)

(2)

[3)

(1)

(2]

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Kesejahterman Sosial Rehabilitasi Para Cacat dan NAPZA
Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Rchabilitasi Para Cacat dan NAFZA
dipirnpin oleh secorang Kepala Seksi yang dalam melaksanalkan tugasnya berada
di bawah dan hertangeung jawabh kepada Kepala Bidang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial.

Seksi Pelayvanan Kesejahteraan Sosial Rchabilitasi Para Cacar dan NAFPZA
mempunyal tugas mempunyai tugas identifikasi penanggulangan masalah
sosial, pelaksanaan program pelayanan dan rehabililasi sosial penyandang
cacat tubuh, netra, mental, rungu wicara, tuna susila, gelandangan dan
pengermis, bekas nara pidana dan korban penyalahgunaan NAPZA.

Penjabaran tupas Seksi Pelavanan Kesgahteraan Sostal Rehabilitasi Para Cacat

dan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. mengumpulkan data dan bahan vang berkaitan denpan para cacat tububh,
cacar netra, cacat rungu wicara, cacal mental dan cacat bekas penyalkit
kronis, pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial, narkotika, psikotropika, zat
adikiif dan bahan berbahaya;

b. menviapkan bahan tentang pelayanan kesejahteraan sosial anak balita,
anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, remaja dan lanjut usia, tentang
pembinaan dan pengendaliun lerhadap tuna sosial, narkotika, psikotropika,
zat adiktif dan bahan berbahaya;

c. menviapksn pedoman dan petunjuk teknis tentang pelayanan dan
rehabilitasi sosial para cacat, tuna sosial, narkotika, psikotropika, zat
adiktif dan bahan berbahaya,

d. mcmbuat rencaena dan program kerja seksi pelayanan dan rehabilitasi sesial
para cacat, tuna scsial dan Kerban NAPZA;

e. melaksaonakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kegiatan;

[. memantau peredaran dan penggunaan NAPZA;

g. memberikan bimbingan dan pembinaun terhadap tuna sosial dan Korban
NAFZA;

h. melakuksn pengawasan, pengendalian pelaksanaan pelayanan tuna sosial
dan NAFPZA;

i. melaksanaokan penytmpanan berkas kerja, data dan bahan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

j. melaksanakan pengetikan persuratan Seksi Pclayanan Kesejahteraan Sosial
Rehahbilitasi Para Cacat dan Korban NAFZA;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan dan
rehabilitasi sosial para cacat dan Korban NAPZA,; dan

1, melaksanakan tugas kedinasan lain yvang diberikan oleh atasan sesual
dengan lugas dan fungsinya.

Bapian Keempat
Bidang Bantuan Jaminan Sosial
Pasal 13

Bidang Bantuan Jaminan Sosial dipimpin oleh scorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

Bidang Bantuan Jaminan Sosial mempunyai tngas membantu kepala dinas
dalam menyiapkan bahan kebijakan tcknis, pembinaan evaluzsi dibidang
bantuan sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak
kekerasan dan pckerja migran terluntar, jaminan sosial dan pendayagunaan
sumbangan sosial.

Untuk menyelenggaralan tugas schagaimana maksud pada ayat (2), Bidang
Bantuan Jaminan Soesial mempunyai fusigsi ;



a. merumuskan kebijakan teknis dan program di bidang Dantuan Sosial,
RKorban lindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, jaminan sosial, dan
pendayagunaan sumbangan sosial;

b. melaksanakan kebijalcan teknis di bidang bantuan sosial korban bencana
alam den korban hencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerna
migran terlantar, jaminan sosial, pendayagunaan sumbangan sosial sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku,

c. menyusun pedoman, kriteria dan prosedur teknis di bidang hantuan sosial
korban hencana alam dan korban bencana sosial, korban tindak kekerasan
dan pekeria migran terlantar, jaminan sosial, dan  pendayagunaan
sumbangan sosial,;

d. melalcukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian serta
keoordinast pelaksanaan kegiatan bantuan sosial korban bencana alam dan
korban bencana sosial, korban tindal lkekerasan dan pekerja migran
terlantar, jaminan sosial dan pendayapunazan sumbangan sosial;

e. melakukan pelaksanaan evaluasi kegiatan bantuan sosial korban bencana
alum dan korban bencana sosial, korban tindak kekerasam dan pekerja
migran terlantar, jaminan sosial dan pendayagunaan sumbangan sosial,

. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Bantuan Jaminan
sosial; dan

g. melaksanakan tugas kecdinasan lain yang diberikan oleh atasan sesua
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Penanggulanzan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

{1)

(2)

Pasal 14

Seksi Penangzulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
dipimpin oleh scorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada
di hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan Jamiman
Sosial.

Seksi Penanggulangsn Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
mempunyai tugas mengidentifikasi sasaran penanggulangan korban bencana
alnm dan bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pckerja migran serta
pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan korban bencana alam dan
bencana sosial serta pelaksanaan bantuan sosial korhan tindak kekerasan dan
pekerja migran.

Penjabaran Tugas Seksi Penanggulangan Korban Bencana, Tindak Kekerasan

dan Pekerja Migran schagaimana dimaksud pada ayal (2] adalah :

a. mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan bencana, korban
bencana, korban kekacauan, korban tindak kekerasan dan pekeria migran,;

b. menyiapkan bahan yvang berkaitan dengan pecnanggulangan dan banluan
sosial korban bencan:a,

c. menyvusun pedoman dan petunjuk tekmis operastonal banman sosial
korhan hencana alam dan korban bencana sosial;

d. menyusun pedoman teknis standar bantuan sosial korban bencana,

e. menyiapkan sarana dan prasarana bantuan sosial korban alam dan
hencana sosial;

f. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penanggulangan Korban
Benouna, Tindak Kekerasan dan Pekerja migran;

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
keglatan,

h. menyiapkan bahan pembinaan kesiapsiagaan, sumbcr daya sosial,
penggunaan sarana dan prasaruna banfuan bencana dan dapur umum
lapangan;

i. mempersiupkan, mengelola, dan menyalurkan bantuan sosial korban
bencana alam dan hencana sosial;

j. menyiapkan dan membina taruna siaga bencana bersama tim terpady

penanggulangan bencang;




(1)

(2)

(3)

k. mengelola dan melaksanakan posko siaga bencana bersama tim terpadu
penanggulangan hencana,

. melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan sosial bencana alam dan
bencana sosial, kesiapsiugaan, sarana dan prasarana;

1. melaksanakan pengetikan persuratan Scksi Penanggnlangan Korban
Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran korban bencana;

n. melaksanakan pengetikan persurstan seksi Penanggulangan Korban
Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja migran terlantar;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Penanggulangan
Kerban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja migran korban bencana;

p. melakukan identifikasi dan seleksi korban tindak kekerasan dalam ranghka
pemberian bantuan stimulen UEP;

g. melaksanakan sosialisasi program hantuan sosial korban tindak kekerasan
dan pekerja rmgran;

r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan
kematan;

s. melaksanakan bimbingan keterampilan korban tindak kekerasan dan
pekerja migran;

t. melaksanakan pemberian bantuan stimulan UEP korban tindak kekerasan
dan pekerja migran;

u. melaksanakan penyelamatan dan pemulihan korban tindak kekerasan
melalui rimah aman/perlindungan;

v. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penanggulangan
Korban Bencana, Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas darn fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial
Pasal 15

Seksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan Sosial dipimpin oleh
seorang Kepala Scksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
hertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan Jaminan Susial.

Seksi Jaminan Sosial dan Pendavagunaan Sumbangan Sosial mempunyai tugas
dalam pemberiun izin pengumpulan uang ataw barang, pengendaban
pengumpulan uang atau barang, pemberiun rekomendasi undian, pengendalian

dan pengawasan pelaksanaan undian serta pclaksansan dan pengembangan
jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia terlantar

yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Penjabaran Tugas Selksi Jaminan Sosial dan Pendayagunaan Sumbangan
Spsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. menyiapkan bahan dan merancang kebijakan teknis jaminan sosial dan

pendayagutnaan sumbangan sosial;

h. merancang dan menyiapkan pedeman tcknis pelaksanasn jaminan sosial
dan pendayagunaun sumbangan sosial;

¢. menvusun rencana dan melaksanakan program pendayagunaan jaminan
sosial dan pendayagunaan sumbangan sosial;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan Penyuluhan sosial,
penyebaran informasi tentang kebijakan jaminan sosial dan pendayagunaan
sumbangan sowsiual;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan tcknis kepada calon
pengumpul sumbangan sosial dan pelaksana undian gratis berhadiah;

f. menelaah dan moemproses persyaratan administrasi dan teknis perizinan
pendayagunaan pengumpulan sumbangan sostal,

g. merumuskan dan pengawasan terhadap pclaksanaan standar pelayanah
minimal pendayagunaan sumbangan sosial;



(1)

(2]

(3)

h. melaksanakan administrasi, pcnvimpanan data dan bahan kegiatan

pendayagunaan sumbangan sosial;

i. melaksanakan pengetikan persuratan scksi jaminan sosial dan

pendayagunaan pengumpulan sumbangan sosial;

j. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan seksi pendayagunaan pengumpulan sumbangan sosial;

k. melaksanakan seleksi dan survey untuk menghimpun data fakir miskin

uniuk mendapatkan jaminan sosial;

l. menyiapkan bahan-bahan kepiatan pelatihan pembekalan peningkatan
kemampuan pemhbina organisasi sosial dalam melaksanakan askesos,
bimbingan dan pengembangan swadava masyarakat, bimbingan dan
motivasi jaminan sosial serta pembinaan dan pemantapan kelompok usaha
bersama;

. menyusun pedoman dan petunjuk operasional kegialan jaminan sosial;
memberikan bimbingan dan pembinaan jaminan sosial;
membuat rencana kerja dan program kerja kegiatan jaminan sosial,
memberikan  bimbingan dan  pembinaan  pelaksanaan  kegiatan
pemberdayaan kelompok usaha, kemitraan usaha dan revitalisasi;

q. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi teknis terkaut;

menyusun standar/kriteria penilaian Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

fakir miskin berprestasi tingkat Kabupaten /[Kota dan Propinsi;

s. menyusun pedoman teknis dan standar fakir miskin yang mendapatken

jaminan sosial,

memantau, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan jaminan sosial;

u. melaksanakan penyimpanan arsip, data dan bahan kegiatan jaminan sosial;

v, melaksanakan pengetikan surat Seksi jaminan sosial dan pendayagunaan

sumbangan sosial,

w. menyusun laporan pelaksanaan tugss secars berkala Seksi jaminan sosial

dan pendayagunaan sumbangan sosial;

x. menyusun pedoman teknis dan standar jaminan sosial; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

¢ P2 d
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Bapian Kelima
Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Herja
Pasal 16

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yvang dalam melaksunakun tugasnya berada dibawah dan
bertangeung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyai tugas
membantil Kepala Dinas melaksanakan Hubungan Industrial, mengatur
Persyaratan Kerja dan menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bidang

Hubungan [ndustrial dan persyaratan kerja mempunyal fungsi ;

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan hubungan
industrial, persyaratan kerja pcnyelesaian perselisihaun hubungan industrial
dan pembinaan pengupahan dan Jamsos;

b. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja dan
stakeholder;

c. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan
Industrial dan Fersyaratan Kerja; dan

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh alasan sesual
dengan tugas dan fungsinya,




(1}

(2]

3]

Paragraf 1
Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerxja
Pasal 17

Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja dipimpin cleh seorang Kepala
Seksi vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.

Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja mempunyal tugas
melaksanaksn kegiatan agar terciptanya hubungan industrial yang harmounis,
dinamis dan berkeadilan antara para pelaku proses produksi, harga dan jasa
seria melaksanakan kegiatan agar terciptanya persyaratan dan kondisi kerja
yang baik di perusahaan dan tempat-tempal kerja.

Penjabaran Tugas Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. melaksanakan  kepiatan  pembinaan  hubungan  industrial  dengan
melaksanakan penyuluhan dan pendidikan hubungan industrial tingkat
dasar kepada pekerja dan pengusaha;

b. mclaksanakan pemberdayaan/pembinaan organisasi pekerja, dengan
mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan pendaftaran
organisasi pekerja dan mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada
pengurus dan organisasi pekerja;

. melaksanakan pemberdayaan/pembinaan lembaga kerja sama biparbt,
dengan menscsialisasi  peraturan  perundang-undangan, pembentukan
lembaga kerja sama bipartit, pendaftaran mengadakan penyuluhan dan
bimbinpan kepada pengurus dan anggeta bipartit;

d. melaksanakan pcemberdayaan/pembinaan lembaga kerja sama tripartit
dengan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  pembentulan,
pendaftaran den penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota
ks tripartit,

¢. melaksanakan pemberdayaan sarana hubungan industrial agar perbatkan
hubungan industrial, forum komunikasi, peran pelaku produksi dalam
hubungan mdustrial berjalan harmonis, dinamis dan berkeadilamn;

f. melaksanakan pembinaan pembuatan pengesahan dan pencatatan, pp, pk
dan pkb;

g mengumpul dan mengelah data hubungan industrial bersama staf secara
rutin dan berkala schagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
kepada atasan;

h. memberikan bimbingen dan penyuluhan persyaratan kerja dalam ;

1. permbuatan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
bersama;
2. pengupahan, kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja;

i. melakukan survey pengupahan, kebutuhan fisik minimum, kebutuhan

hidup minimum dan indck hargs konsumen pada,
1. pengupahan dan jaminan sosial ke perusahaan-perusahaan;
2. kebutithan hidup minimum, kebutuhan fisik minimum dan indek harga,

k. menganalisa hasil survey untuk disajikan/diberikan pada dewan

peENngupan:m,

memberdayakan dewan pengupahan kota;

m. menyusun dan pengusulan penetapan umk;

memberikan tugas kepada  stal untuk melaksanakan keglatan

pengumpulan dan mengelah data sarana hubungan industrial dan

persyaratin kerja,

0. memberikan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang
sesuai peraturan perundang-undangan,;

p. menetapkan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/burub untuk
duduk dalam lembaga ketenagakerjusn kota padang berdasarkan hasil
verilikasi.

g. membuat cvaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang hubungan
industrial dan persyaratan kerja; dan

[ ]
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(2)

r. melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragruf 2
Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 18

oekst Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakon {uposnya berada o bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan
Persyaratan Kerja.

Seksi Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industrial mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan penyelesatan kasus-kasus perselistihan kepentingan,
perselisihan hak, perselisihan pemutusan hebungan kerja dan persclisihan
anlara senkal pekerja dalam satu perusahaan,

Penjabaran Tugas Secksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

schagaimana dimaksud padsa ayat (2) adalah :

a. memberikan bimbingan dalam proses penvelesaian perselisihan hubungan
industrial dan pemutusan hubungan kerga kepada pimpinan penusahaan,
pekerja, serikat pekerja/buruh dengan sistem  hbipartit pada tingkat
perusahaan sebaga berikut :
1.tata cara perundingan antar pimpinan perusahaan/pengusaha dengan

pekerja, serikat pekerja/buruh;
2. pembuatan risalah perundingan,;
3. pembuatan perjanjian bersama/kescpakatan bersama.

. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan
kerja pada tingkat pegawai perantara/medialor :

1. pencrimaan pengaduan,;
2. pemanggilan para pihak;
3. melakukan pemerantaraan/usaha penyelesaian perselisihan hubungan
industrial;
4. pembuatan uraian risalah penyelesaian perselisthan hubungan industrial.
¢. mengumpulkan dan mengolah data perselisihan hubuingan industrial
bersama staf secara ratin dan berkala sebagai laporan kepada atasan,

d. memberikan tugas kepada staf sehubungan dengan seksi penyelesman
perselisihan hubungan indusinal;

e, mencegah dan menyelesaikan perselisihan hi, mogok kerja dan penuiupan
perusithaan di wilayah kota padang;

f membina sumbor daya manusia dan lembags penyelesaian perselisihan
diluar pengadilan,

g menyusun dan mengusulkan furmasi serta melakukan pembinaan mediator,
konsiliator, arbiter di wilayah kota padang.

h.membual evaluast dan laperan pelaksanaan tugas seksi penyclesaian
perselisihan hubungan industrial; dan

1. melaksanakan tugas kedimasan lain vang diberikan cleh atasan sesuai
dengan tugas dan [unpsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pasal 19

Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dipimpin olch
seorang Kepala Bidang yang dalam melakssnakan tugesnya berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang FPenempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyaluran pencari kerja
melalui sistem antar kerja dan perluasan lapanpsn kerja serta peningkatan
keterampilan tenaga kerja.
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{2]
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Unink menyelenggarakan tugas sebapaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang

Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. membuat pelaksanaan perencanuan tenaga kerja dan informasi pasar kerja;

b. melakukan pertemuan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (USEER)
melalui bursa kerja dengan sistem Antar Kerja Lokal (AKL), Antax Keja Antar
Daerah [AKAD}, Antar Kerja Antar Negara {AKAN), Antar Kerja Pemenntah
{AKF);

c. menciptakan perluasan lapangan kerja melalul sistem teknologi tepat guna
dan padat karya;

d. mengembangkan usaha mandiri kepada pencari kerja untuk penciptaan
lapangan keria;

e. melakukan peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja serta
pemberdayaan lembaga latihan;

f. melaksanalcan/menentukan standarisasi sertifikasi dan akredilas: lembaga
swiEsla;

g, membina dan melakukan monitonng penggunaan tenaga kerja asing,

h. memberikan ijin dan pembinaan lembaga latthan kerja swasta;

i. memberikan ijin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga FPenempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);

i. melakukan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyvandang cacat dan
lansia;

k. menerbitkan perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing yang
hekeria di kota padang;

1. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan lugas Bidang Penempatan,
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan

m. meclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Selrsi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
Pasal 20

Seksi Penempatan dan Pertwasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Preduktivitas Tenaga

Kerjii.

Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Ttnempunyal tugas
mclaksanakan perencanaan tenaga kerja, informasi pasar kerja dan
pencmpatan tenaga lkerja.

Penjabaran tugas Seksi Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) adalah
a. menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja yang mehputi :
i. mengumpulkan data pencari kerja, mencari lowengsn kerja ke
perusahaan;
2. membuat naskah Informasi Pasar Kerja berupa leallet, booklet dan papan
pengumtiman;
3. menyebarluaskan Informasi Pasar Kerja melalui media masa dan papan
pPengumuinan,
b, menyusun perencanaan feruipa kerja yang meliputi
1. menganalisis data dan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan menurut

seldar;
2. menyebarluaskan hasil perencanaan kerja kepada instansi, masyarakat

pengguna,
e, menyelenggarakan bursa kerja yaitu berupa :
1. membuat pendaftaran pencari kerja, pencarian lowongan kerja dan
mempertemukan pencari kerja penpguna tenaga kerja;
2. melakukan bimbingun dan pengawaan terhadap bursa kerja swasta.



(1)

{2)

(3)

d, menvelenpgarakan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada pencari kerja,
siswa dan masvarakat, test psikoiogi, analisis jabatan, penerapan analisis
jabatan kepada instansi pemerintah, swasta dan lain-lain,
e. melaksanakan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja
lokal, antar kerja daerah dan antar kerja negara;
. melaksanakan pemberian ijin dan pengawasan terhadap lembaga latihan
kerja swasta, pengawasan terhadap penampungan TKI, pengawasan izin
orang asing vang bekerja, pengawasan terhadap ijin Pelaksana Pencmpatan
Tenaga Kena Indonesia Swasta (PPTKIG);
g. melaksanakan kegiatan pembinaan relawan, tenaga Kerja terdhdik, tenaga
kerja mandiri, pelaksanaan teknologi tepat guna dan memandu wira usaha
serta pelaksanaan padat karya;
h. menerbitkan perpanjangan ijin kerja Tenaga Kerja Asing (TKA];
i. melakukan pembinaan dan menitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing;
j. melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Tenaga Kega Pernuda Mandin
Profesional {TKFMF}, Tenaga Kerja Muda Terdidik (TKMT) atat Tenaga Kerja
Mandiri (TKM);,
k. melaksanakan penyvuluhan, pendaftaran terhadap calon TKI,
. memberikan Rekomendasi Pembuatan paspor bagi calon TKl yang berasal
dari Kota Padang:
m. memberikan sosialisasi terhadap substansi Perjanjian Kerja Penempatan
TKI ke luar negert;

n. meneliti dan mengesahkan peerjanjian pcnempatan TKI yang berasal dan
Kota Padang;

0. membina, mengawasi dan monitoring penempatan maupun perlindungan
TK] Kota Padang,

p. memberikan rekomendasi perijinan lempat penampungan TKL

g. melayvani kepulangan TKI yang berasal dan Kota Padang;

r. membuatkan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penempatan dan
Pendavagunaan Tenaga Kerja; dan

s. melaksunakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
Pasal 21

Scksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja dipimpin cleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga
Kerja.

Seksi  Pelatihan  dan  Produktifitag Tenaga Kerja mempunyal tugas
melaksanikan penyusunan pedoman untuk memenuhi standardisasi,
sertifikasi dan akreditasi tenaga kerja,

Penjabaran tugas Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. memberikan ijin operasional lembaga Jatihan ketja swasta,

b. melakukan bimbingan dan pembinaan lerhadap lembaga latihan kerja

swasla,

¢. melakukan pemasaran program, fasilitas pelatihan, dan siswa yang telah
dilatih;

. melakukan bimbingan terhadap pelaksanaan pemagangan dalam negerd;
memberikan layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
melaksanakan rekruitmen/seleksi terhadap calon peserta pelatihan;
melaksanakan pelatihan keterampilan terhadap pencari kerja,

.melakukan kerja sama denpan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan
pelalihan keterampilan,
membuat cvaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan dan
Produlktifitas Tenaga Kerja; dan
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j. melaksanalan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Pasal 22

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh secrang Kepala Bidang
yang dalam melaksanakan lugasnya berada dibawabh dan berlanggung jawab
lcepada Kepala Dinas.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan
dibidang ketenagakerjaan

Untuk menyelenggarakan tupas sebagaimana dimaksud pada ayat (2], Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi

a. menyelenpgarakan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan,
dan pelaksanaan norma ketenagakerjaan.

c. memeriksa dan menguji terhadap perusahaan dan objek pengawasan
ketenagakerjaan;

d. menerbitkan rekomendasi ijin sertifikasi terhadap objek-objek pengawasan
lcetenagakerjaan dan tenaga kerjs;

e. melakukan tindakan penyidikan terhadap perusahaan dan tenaga kerja yang
melanggar norma ketenagalkerjaan;

f, melaksanakan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja (SMK3) dan pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3;

g. mengkaji dan merekayasa bidang norma ketenagakerjnan, keselamatan, dan
kesehatan kerja, lingkungan kerja, hygine perusahaan, ergonomi dan objek
pPeNgawasan lainmnys;

h. memberikan pelatihan serta pengembangan  bidang norma  kerna,
keselamatan dan kesehatan kerja dan ingkungan kerja,

i. memberdayvakan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan
ketenagakerjaan;

j. mengusulkan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan;

k. menerbitlcan kartu legitimasi bagi pengawasa ketenagakerjaan;

I. mengusulkun penerbitan kartu tanda anggota penyidik pegawai negeri sipil
([PPNS) di bidang ketenagalkcerjaan;

m.melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengawasan Lketenagakerjaan
dengan instansi terkait di dalam maupun luar negeri,

n. melaksanakan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan,

o. membuat evaluasl dan laporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan
ketenagalkerjaan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tupas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Penpawasan Norma Ketenagakerjaan
Pasgal 23

Seksi Pengawasan Norma Ketenagakeriaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan mempunyal tugas mclaksanakan
pengawasan terhadap perusahaan/iempat kerja agar terlaksananya Peraturan

FPerundang-undangan dibidang Norma Ketenagakerjaan.

Penjabaran tugas Scksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] adalah :
a. mengawasi pelaksanaan teniung wajib lapor ketenagakerjaann;



(1)

(2]

(3)

e

b, Mengawasi pelaksanaan tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostel),
pengupahan dan pelaksanaan upah minimum, waktu kerja dan waktu
istirahat, pembayaran upah lembur, kerja malam wanita, pekerja anak,
Tenaga Kerja warga Negara Asing pendatang, pembayaran tunjangan Harn
Raya (THR), pembagian uang service pada usaha hotel, restoran dan
pariwisata lainnya, penyerahan scbhagian pekenjaan kepada perusahaan lain
loulsourcing), dan jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus
MCNCrus;

¢. melakukan pembinaan, bimbingan dan berkoordinasi dengan instansi dan
organisasi serta unsur terkait di bidang norma kerja;

d. menerbitkan perijinan, rekkomendasi dan pengesahan dibidang norma kerja;

e, melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanpgaran peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan khususnye norma kerja,

[. membuatkan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan
Industrial dan Persyaratan Kerja; dan

g. melalcsanakan tugas kedinasan iain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fupgsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan, Kesclamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 24

Seksl Penpawasan, Keselamatan dan Keschatan Kerja dipimpin olch secorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Seksi Pengawasan, Kesclamatan dan Kesehatan Kerja mempunyal tigas
melaksanakan pengawasan agar terlaksananya peraturan perundang
undangan dibidang pengawasan, keselamalan dan kesehatan kerja termasuk

lingkungan kerja di perusahaan dan tempat kerja.

Penjabaran tugas Seksi Penpawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

schagaimana dimalcsud pada ayal (2] adalah :

a. mengawasi perencanaan, pembuatan dan pemakaian pesawal uap, bejana
tekan dan hotol baja, penggunaan pesawat anglat dan angkut, penggunaan
tenaga dan produksi, peralaten mekanik, instalasi listrik di tempat kerja,
instalasi bahan kimia berbahaya, instalasi bertckanan, penyalur petir,
instalasi pencegahan kebalaran di tempat ker)a;

b. mengawasi keschatan kerja dan linglungan kerja;

melakulan pemeriksaan kecelakan kerja;

memberdayakan keberadamn dan kegiatan lembaga dan perorangan, ahl
keselamatann dan kesehatan kerja, perusahaan jasa keselamatan dan
kesehatan kerja (PJK3) dan panita pembinaan keselamatan dan kesehatan

kerja (P2K3) di Perusahaan;

e. menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

dan pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3;

I, melakukan pembinaan dan bimbingan pencegahan kecclakaan kerja,

penyvakit akibat kcrja, peledakan, kebakaran di tempat Kerja;

g. menerbitkan Perjinan, Rekomendasi, Sertifikasi, pengesahan dan yang

seienis di bidang keselamartan dan kesehatan kerja dan lingkungan lkerja
baik objek maupun tenaga kKerja,

h. melakukan tindakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan  Ketenspgakerjaan khususnya keselamatan dan
keschatan kerja termasuk pcnghentian sementara, pelarangan pakai
terhadap cbjek pengawasan vang dapat menjadi penycbab kecelakaan;

i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan,

Kesclamatan dan Kesehatan Kerja; dan

j. melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan cleh atasan sesum

denpan tugas dan fungsinya.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang
Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku,

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tunggal dinndangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota 1ni dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7€ Pescmbec €T

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Vextm bec DL

H. SYAFRIL BASYIR, SH
Peraibina Utama Muda
NIP./19541215 198101 1 001

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR CFY



